BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 24 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menin bang @ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (S) , Pasal
11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (2},
Pasal 25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (2}, Pasal 31
ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

Menpgziugat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomer 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang lomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tatécdfa Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3091, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 59 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintash Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun~2009 tentang Pajak Daeran
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145); '

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihen Pajak Dengan Surat Paksa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah_Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah
beberapa kali dinbah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain,

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002
Nomor 84 seri D Nomor 68);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
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19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi
’ Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman
v Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Mencetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK
HIBURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksnd dengan :

1.
2.
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah; .

Bupati adalah Bupati Ketapang;
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;

PYajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
DNaerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
lan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
; akyat;

13adan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
vang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
j:erseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badafi,Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalarm
ventuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
nerkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi
ainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
Jan bentuk usaha tetap;

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;

“Jiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau
xeramaian, yang dinikmati dengan dipungut bayaran,;

Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
tHiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak
iain yang menjadi tanggungannya;

anda masuk adalah suatu tanda atau alat bukti yang sah dengan nama dan

dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau
menikmati hiburan; ’

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut
Jayaran;

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan,
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Waijib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Hiburan;

Nemor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor
f okok yang telah didaftar menjadi identitas bagl setiap Wajib Pajak;

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang,

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bi'la Wgjib Pajak menggunakan tabun buku. yang tidak sama dengan tahun
kalender;

Pajek yang terutang adalah pajak yang harus d1baya.r péda Suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pgjak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Peamungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obiek dan subjek pajak penentuan bssarnya pajak yang terutang sampai dengan
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
peinbayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
danrah;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
peinbayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
for nulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pesabayaran yang di tunjuk oleh Bupati;

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD,
adilah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk mendaftarkan dan
me= aporkan data objek pajak dan subjek pajak daerah terkait identitas kepemilikan
dur: atau pengelolaan bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pajak daeral;

Suvat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
junmlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
dis.ngkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
aras jumlah pajak yang telah ditetapkan;

Suarat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Ketetapan Pajak Daeralr Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
paiak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
sehzarusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
derda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakn daerah yang
teridapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
/onerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Kestetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan
oleli pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
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Garana Pungut adalah dokumen administrasi yang dipergunakan untuk
melakukan pemungutan berupa Kartu NPWP, SSPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD dan dokumen lain yang dipersamakan;

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangnan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jassa, yang ditutup dengan penyusunan .laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahiin Pajak tersebut;

Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama
suatu masa jual;

I'emeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
krewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajak Daerah;

€urat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SP2PD adalah
sarat perintah pemeriksaan dari Dinas kepada Pemeriksa atau Tim Pemeriksa
calam hal pengajuan keberatan Pajak Daerah atau terdapat indikasi kewajiban
1 ajak daerah yang tidak dipenuhi;

Fenyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
raelakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; '

Fenyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian
t.adakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
serta menemukan tersangkanya;

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindaken penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan
penyanderaan; :

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
(ilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari
somua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak;

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban
perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daeijah,'.:_
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Peraturan B'upati ini mengatur penyelenggaraan untuk jenis Pajak hiburan yang
melipuii :

tata cara Pendaftaran Wajib Pajak;

tata cara Pengisian SPTPD;

tata cara Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT; e

tate cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pé""'bayaran Pajak;

tate cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;

tate' cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

tate cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kedaluarsa;

1g;taria Wajib Pajak dan Penentuan Besaran omzet serta tata cara Pembukuan atau
Pencatatan;

tat:. cara Pemeriksaan Objek Pajak.

= o
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.

BAB I
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
Pasal 3

(1) S.tap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya dengan mengunakan FPWPD
kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan, paling
lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali
ditcntukan lain;

(2) FPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1),diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang
Pendaftaran dan Pendataan;

(3) FPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib diisi dengan benar,jelas lengkap dan
dit mdatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :

a. Fotokopi indentitas diri/penanggung jawab / penerima kuasa/ ( KTP, SIM, Paspor)

Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;

surat keterangan domisili tempat usaha;

surat izin usaha dari instansi yang berwenang;

surat kuasa apabila pemilik/ pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan

Jengan disertai Fotokopi KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuassa;

(4) FPiVPD sebagaimana d1malt-i€ud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang
Perdaftaran dan Pendataan, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal
diterima;

N

(5) 12eatuk formulir, isi dan tatacara pengisian FPWPD sebagaimana tercantum dalam
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN SPTPD
Pasal 4

(1) Pajak Hiburan dipungut dengan Self Asscssment System yang memberikan
kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan Daerah;

(2) Wajib Pajak delam menghitung / memperhitungkan, melaporkan sendiri pajak yang
‘erutang sebagaimana dimeksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
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Pasal 5

(1) Setiap Wajib Pajak Hiburan, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap serta
diiandatangani Wajib Pajak serta menyampaikan ke Bidang Pendaftaran dan
J’endataan,;

(2) SFTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di
Bi-jang' Pendaftaran dan Pendataan;
(3) SFTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak;

(4) Pcuyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pé.ling lama
15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 6

(1) Kepala Dinas atas nama Bupati terhadap permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh)
ha.d kerja;

(2) Fermohonan perpanjangan penyampaian SPTPD cleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum
sotas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 7

(1) Wujib Pajak dengan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan
dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati melalui Kepala
(Miaas, dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari kerja sesudah berakhirnya masa pajak
arau tahun pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan;

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan
cenksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumilah
pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya SPTPD sampai dengan
tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

Pasal 8

Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam
lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT
Pasal 9

(1) Dalam jangka waktu 5 (hmz:t}.:iahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas
Pendapatan atas nama Bupati dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data
objek pajak yang tertuang dalam SPTPD;

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Kepala Dinas
atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKB;

(3) SKPDKB diterbitkan dalam hal :

a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang bayar;

b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu masa pajak
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.
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(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB;

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢, ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif sebesar 2%
(d1a persen) sebulan dihitung dari pajek yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak. L

Pasal 10

(1) Fajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
merupakan penetapan besarnya pajak terutang dilakukan Kepala Dinas atau
pe'abat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang
di: niliki Dinas Pendapatan Daerah;

(2) Peietapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga

dif akukan apabila :

c. wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet
usahanya;

b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap
dan/atau tidak benar;

c. wajib pejak tidak mau menunjukan pembukuan dan/atau menolak untuk
liperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan
pemeriksaan.

(3) Sevelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah
relakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang
berlalku.

Pasal 11

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas
atus nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru
der; /atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jurdah pajak yang terutang;

(2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan sebelum
did fnului dengan penerbitan SKPDKB;

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satuj

kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data
yarg belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;

(4) Jumlah kekurangan pajak yahg terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(5) Serksi administratif berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dikenakan apabila Wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan
Pemeriksaan.

Pasal 12
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas atas

nama Bupati dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengar juralah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Ppsal 13

Bentnk, isi, dan tatacara pengisian formulir SKPDKB dan SKPDKBT tercantum dalam
lamp.ran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI
'I'ATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 14

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak vang masih harus dibayar dalam SPTPD, SKPDKB,
SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan; Putusan
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang
teruteng bertambah kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

v -

Pasal 15 e

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus diajukan paling lama 9°
(sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir
diser-ai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda;

(2) Apabila ternyata batas waltu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada
acat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar
kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala
Dinas Pendapatan sesuai kewenangannya sepanjang Wajib Pajak dapat
membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaanya tersebut.

Pasal 16

(1) Xepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan Surat
Keputusan atas permohonan sebagaimena dimeksud dalam Pasal 14 berupa
menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah tanggal diterimanya permohonan;

(2) Agabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala
Diaas atas nama Bupati tidak memben suatu Keputusan, permohonan Wajib Pajak
dianggap diterima;

(3) Rurat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya
atiw sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundean tidak melebihi
12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan
dii uar kekuasaan Wajib Pajak;

(4) Te hadap utang Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB VII
TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

o Pasal 17

(1) Wajib Pajak mengajukan pengirangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada
Buopati Melalui Kepala Dinas dengan alasan-alasan yang jelas atas pengajuan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Burat permohonan pengurangen, keringanan dan pembebasan psajak dapat
c¢icampaikan 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya STPD dengan melampirkan
antara lain:

o. nama/ alamat;

b. nomor NPWPD;

c. jenis usaha;

d. elampirkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT. |

(3) Dinas Pendapatan daerah melakukan penelitian kelengkapan permohonan
[ engajuan pengurangan, keringanan pembebasan pajak;

(4) Padng lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan, Kepala
LDinas atas nama Bupati menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak;

(5) Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan persetujuan atau menolak atas
pengajuan tersebut.,



BAB VI
TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

-

Pasal 18

(1) Wajib Rajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

(2) Kcpala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 {(dua belas)
bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada,.ayat. (2). dilampaui dan Kepala

Dinas atas nama Bupati tidak memberikan kepiifusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan .
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi
{arlebih dahulu utang pajak dimaksud;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(d1a) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Verintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);

(6) #Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas atas nama Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan
al as keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 19

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara
peinindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAE KEDALUARSA

Pasal 20

(1) Cinas Pendapatan Daerah melakukan inventarisasi terhadap Piutang-Piutang Pajak
yang 'Eelah melampaui waktu 5 {lima} tahun sejak saat terutangnya pajak dan
¢iperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi;

(2) Fiutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pejak yang tercantum dalam :
a. SKPDKB; e
.. SKPDKBT;
c. STPD;
¢. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan , dan
e. Putusan banding.

(3) I;}veqtmisasi Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin
gltgglh lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Piutang Pajak
ari:

. W:ajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan
tl.dak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang
menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang
berwenang;

L. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak
memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;



(4)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Waiib Pajak
tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi
disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarken seperti bencana alam,
kebakaran, rusak diakibatkan cuaca dan sebab lain sebagainya.

Ur, uk memastikan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih légi
sebagajmana dimaksud pada ayat {3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian
seempat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.

Pasal 21

3erdasarkan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3),
Kepala Dinas menyusun Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan Penelitian Setempat dan/atau
Denelitian Administrasi guna memastikan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi;

Pe nelitian setempat dilakukan oleh Dinas Pendapatan terhadap Piutang Pajak yang
tirlak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan Surat Perintah Penelitian Setempat yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas;

Penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih
layi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat {3) huruf c;

Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak
yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3) huruf d, dan untuk penelitian setempat harus dilakukan dengan Surat Perintah
Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 22

Penclitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (3) dilakukan pada setiap Wajib Pajak, setiap tahun pajak, dan setiap
jenis ketetapan;

Penelitian administrasi secara kolektif dapat dilakukan terhadap Piutang Pajak yang
Lenar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf ¢ dan huruf d.

- (19
Vg ¥

Pasal 23

Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat {4) harus
menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai
dasar vntuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan
disampaikan sebagai bahan usulan kepada Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati.



EAB X
+ KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA
PEMBUXUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 24

h

Kriteria dan besaran omzet Wajib Pajak adalah dengan besaran omzetl paling sedikit
Rp 3(:0.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

Pasal 25

Tata cara vembukuan atau pencatatan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Waiib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib dilakukan pembukuan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang
berlaku secara umum;

(2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet kurang dari Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebasken dari kewajiban
pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan dilakukaen pencatatan nilai
peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar
untuk penghitungan pajak;

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-
baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya;

{4) Perrbukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan
usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 26

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagai berikut :

a. Wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya
secara lengkap dan benar;

b. Pen-atatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

¢. Apablila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan
dilalukan secara terpisah;

d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak
berupa bon penjualan atau doklimen lainnya.

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK

Pasal 27

(1) Bupeti atau Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan
untu'c menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
melaiksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

(2) Waiib Pajak yang diperiksa wzjib :
a. Memperlihatkan dan/atau meminjammkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang
tertang;

b. liemberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
patiu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

¢. Meinberikan keterangan yang diperlulkan.



~ BABXI
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar oetlag orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
padi tanggal 24 September 2012

BUPATI KETAPANG,
ttd
HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tenggal 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 86

- Salinan Sesuai Dengan Aslinya
n Hukum Setda
en Ketapang




LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNIUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PASAK HIBURAN

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG .

DINAS PENDAPATAN DAERAH Nomor Formulir

J1, Urlp Sumoharjo No. 06 Telp. (0643)-32155 e L] T T T T 11
KETAPANG - KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK DAERAH

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang
di -
Ketapang
PERHA" [AN :
1. Harsp diisi dalam rangka dua {2} ditulis dengan huruf CETAK
2, Bed tanda ¥ pada kotak I:] yang tersedia untuk jawaban yang tersedia
3. s.1elah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, haraf diserahkan kembali kepada
Dinas Furlapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH

1. Mama Badan/Merek Usaha
2. Alaiaat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
a. Jalan T PP

c. Kslurahan | PP T PP
d. Kecamatan S T
e. Kabupaten / Kota T P PR P PR N
g. Yomor Telepon / HP TP PPN '
h. Kode Pos : ! J [ J l J
3. Suwat Izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan )
a. Surat Izin Tempat Usaha : TEMNO. e s Tal e e
b. Surat [zin ..o NO e, Tal i e
¢, Surat Izin .., NO. v TEL o

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

Hotel

Restoran

Hiburan

Penyelenggaraan Reklame

Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet
Jengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Penggunasan Tenaga Listrik

I'enyelenggaraan Parkir

LITITPP] T

dilanjutkan pada halaman 2




KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. hana Pamilik/Pengelola

6, Jeuatan S P TF PPR IR TPRL I

7. Alumat tempat tinggal
a. . alan P PP O PP PP PP RIS PP PP TR
c. elurahan | et rer e e, T PSPPI
. 'ecematan ST P TSP PP PR PP PP
2. Kabupaten / Kota L SOV TR PP PPTPR PP P TP T PR PPIA
f Provinsi ST R P U T PT
g .omor Telepon / HP

h. Kode Pos [l[[lj R

8. <uwnjiban Pajak
Pajak Hotel Sarang Burung Walet
Restoran Pajak Penerangan Jalan
Paiak Hiburan Pajak Mineral Bukan logam dan batuan
 Pa’ak Reklame Pajak Air Tanah
Pajak Parkir

Ketapang, ..o st
Nama Jelas
Tanda tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA/PENCATAT DATA

Diterima Tanggal : NPWPD yang diberikan :

Nama Petngas | HEREENENNEEEE.

NIP
Tanda tangan

------------------------------------------------ Potong disini

- h ey

- Nomor Formulir :

EREREEE

TANDA TERIMA

Nama
Alamat R

Ketapang, ..cciamininniniasi e,
Yang Menerima




B. BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Urlp Sumoharjo No. 06 Telp. {0534})-32188 Kode Pos 78811
KETAPANG
KALIMANTAN BARAT

KARTU NPWPD

NOMOR : ....... /DPD/......

NPWPD S8 O A B

Namn O TS

Alam.al L ereebrretaerrreanerre ettt reanrataas venres

Tgl, Terdaftar : ........... Cereterereaea

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

{ Nama, NIP, ttd dan cap )

PERHATIAH

Kartu ini harap disimpan balk-balk dan apabila hilang agar segera melapor pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

Kartu Inl hendaknya dibawa apablla S8audara aken hendak melakukan
transalsl perpajakan daerah,

Dalam hal wajlb pajak pindah domisili, supaya melaporkan dirl pada
Dinas Pe'g‘t_!g;{atan Daerah Kabupaten Ketapang.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya BUPATI KETAPANG
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang td

HENRIKUS

NIP. 19650815°199903 1 003




Lampiran 1l
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
* PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)
PAJAK HIBURAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG No. SPTPD ".5.cvienans
DINAS PENDAPATAN DAERAH Masa PajaK  .ece-eoniimisenses
Jl. Urip Sumoharjo No. 06 Telp. (0534) 32155 TANUN PAJAK +ivuversriesrsrssissssronammassnensssasseins t
KETAPANG
Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang
di-
Ketapang

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 6 (enam} ditulis dengan huruf CETAK
2. Berl nomot pada E] yang tersedla untuk jawaban yang tarsedia
3, Setelah diisl dan ditanda tangani, harap diserahkan kemball kepada Dinas Pondapatan Dasrah
Kabups'en Ketapang paling lama pada tanggal 15 bulan berikutnya (Self Assesment)
4, Kete:-ambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi
berupa hunga sebasar 2 % (dua persen)
5. Pambay aran Pajak dilakukan pada Kas Umum Daerah Molalul Bendahara Penerima Dispenda Kab. Kotapang

A, DIIS| OLEH WAJIB PAJAK

7. IDENTIAS SUBJEK PAJAK
a. Nama Wajib Pajak © ieteeresteeseeeeeravirassssteianreesieeeseheteieiesEsesarReivedReiatIEEL IR T e e L AR O IR A b R
b. Alamat © e eveeereteeraeseearasesieatetaEbIsesieat ittt besetsee e bR IR R AR E LR S AR S T Se e
¢. De -a/ Kelurahan PRI O RURw
d. Ke amatan L rrrrersieeneise e e e e Kabupaten ............. PR

II. IDENTIAS OBJEK PAJAK
a, Mu-na Badan Usaha
a. Aamat H
¢. [Yesa/l Kelurahan
d. Xe=amatan
e. [N WPD

-

. Jew's Hiburan dan Prosentase Tarif

} 01. Tontonan Fllm (20%)

| 111 Bar o)
__J 02. Film Kelillng (10%) j 12;"Karaoke (30%)

21. Permalnan Ketangkasan (10%)

22. Panti Pljat {15 %)

23. Refleksi (15%)

24, Mandi Uap/Spa (15%)

25. Fitness Center (15%)

26. Peartandingan Olah Raga {10%)

27. Dunla Fantasi (10%)

28. Lainnya

15" Sirkus (10%)

|14, Akrabal (10%)

15, Sulap (10%)

16. Bityar (10%)

17, Golf (10%)

18. Boling (10%)

"y |18, Pacuan Kuda (10%)
20. Kendaraan Bermotor {10%) | __|30. Lainnya

03. Pagelaran Kaesenian {10%)
| 04. Pagelaran Tari (10%)

05. Pagelaran Busana (10%)
06. Kontes Kecantikan (10%)

| 07. Binaraga (10%)

08. Pameran {10%)

09, Diskotik (30%)

| _| 10. Kiab Matam (30%)

29. Lalnnya

2. Ja.tis Fiburan Insidentil :......oocviieiiniiennian
Lama Keglatan :

Lari tanggal

3. Mnnggunakan Kas Rigester D 1. Ya
2. Tidak

4. Manggunakan Pembukuan/Pencatatan [:I 1. Ya
2, Tidak




lll. DASAR PENETAPAN PAJAK

a.|Jumiah [ enjualan Tiket/ Tanda Masuk f Sewa Rp.
b.|Pembayaran lain - lain Rp.
c.|Da~ar peng;naan pajak (a+b) Rp.
d.|Pajak terhutang {.........%Xxc) Rp.
o.|Pajak Kurang atau lebih bayar Rp.
f.|Sanksi admipistrasi Rp.

Jumlah pajak yang dibayar Rp.

IV. DATA PENDUKUNG

a,{Surut Setoran Pajak Daerah Adn/ Tidak ada
b.|Rekafitulast Pepjualan / Omset o Ada / Tldak ada
¢.|Rek *fitulas! Penggunaan Tiket / tanda masuk f Ada / Tidak ada
4. | sumiah Rartan Ada / Tidak ada

B. PERNYATAAN

Dengan menyadarl sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya atau yang saya berl kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya benar,

lengkap r'an Jalas.

Whajib Pajak / Kuasa Whajib Pajak

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

C. DIIS1 OLEH PETUGAS PENERIMA DISFENDA

Catatan .'etugas .

Namor Ri-gistar I:!:I:D

Diterin a Tangga! |  .coviiiiiiiiiiiiiicin i e .

Naralcugas @ ..., P (..o . “ .

—— potong disini
Bt
o
TANDA TERIMA SPTPD
Nemm SP"PD II:D Diterima ............. (s | TSRS

Nomor eqister

Tangyal F'enerbilan oo vcuiiiciiii i i i e e ea e

weweol | [ ] T [ [
Namz ‘Majib Fajak

Alamat

Waijib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

NIP. 19650815 199903 1 003

BUPATI KETAPANG
ttd

HENRIKUS




Lampiran Iil

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNIUX PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN |

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

PEMERIMFAH KA SKPDKB Nomor Urut
DIN.A FERER (SURAT KETETAPAN PAIAK DAERAH KURANG BAYAR) mor Vrd
J1. Urip Sumo.rarjg Yy T ———— 1 I T

Tahun Pajak: s s

Nama

Alamat

Kelurahan/Oe-a : RT/RW

Kecamatzn : Kabupaten

NPWPD T L rIrr1rr1 T 1 11 1]

Tanggal Jatuh Tempo
Jenls Reklc

I. Berdasarkzn asal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Xetapang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, telah dilakukan
pemelixsaun i:tau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Kodn deksning Pajak
Nama Pafak

Il. Darl pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan Jumlah Pafak yang masih harus dibayar adalah sebagal bertkut :

1. Dasar Pengenaan RD. veens
2. Psjak yang Terhutang ) 11+ O
3, Kradit Pajak ! )
a lompensasi kelebthan dari tahun sebelumnya RP: secsnenarssesnsrensassoniosss
b. Satoran yang dilakukan 11+ . R
¢. Lain-Lain RP: serresssnersmmensermessnsinas
d. 'umiahyang dapat dikreditkan {3a+3b+3c) RP. ceonssesnsenaesusanacsionnss
4, Juralah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) 2T+ IR
5. Sanksi Administrasi :
a. %unga 2% (dua persen)
b. Kenaikan ... % dari Pokok Pajak
« Jumiah Sanksi Administras! (5a+5b} BP. cosiuminmennmans
6, Jumlah yang masih harus dibayar {445¢} RD. tonnrcsesmensnsmsmssnnannas

-

Dengan Huruf @ ... \eesearmeersenseasestebeareTEastnatBd otbe s du RN SR L PATLR 4 1E RS 1SR RR IS LS RE RS BELRA PR SRR AR SRO SRR AOIAERRS reessessassessen eI S A

PERHATIAN : .
1. Harap pembayaran dilakukan sekaligus atau lunag;pada Kas Umum Daerah melalul Bendahara Penerima Dinas, sesual dengan waktu '
dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setrran Pajak Daerah {SSPD).

2. Apablla SKPDKB Inl tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 {tiga puluh) harl sefak SXPDKB Inl diterima dikenakan
sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setlap bulan.

Ketapang, . uemessessssenes TAAUN winiioarens
KEPALA DINAS,
{Nama, NIP, Pangkat, cap dap tt
e e mmme—mmemmman Potong Disin) "
Diterima, wersnnes LBl -
Nomor SKPDXB Oleh:
Tanggal Penerbitan .
NPWPD
| Nama Wajlb Pajak .

Alamat Namo Lengkap & Tanda Tangan




B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

PEMERINTA: KARUR '7 KETAPANG ‘ SKPDKBT Nomor Urut
DINAS PERDIEHATEN DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)
A, Urlp Sumol:arENBLEE 2R, (0534) - 32155 Masa Pajak © oo I I I
SORORP. 05341~ 32155 | Masa Palak

AN BARAT Tahun Pajak :

Nama

Alamat :

Kelurahan/UCesa : ' RT/RW

Kecamatan ” : Kabupaten

NPWPD (T LI LTI T 1T 1T T 1. 1T 11T

Tanggal Jatvh Tem.oo D eeersssrsnensaaeee

. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, telah dilakukan
pemerikcaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewaliban Wajib Pajak ;

Kode Rekening Pajak
Nama Pajak

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan Jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagal berikut :

1. Dasar Pengenaan RP. srevsanssesanes

2, Pajak yang Terhutang RD. corvermmimsissnsnmsnssisanienne
3. Kreglt Pajak:
a. Xompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya
b. Setoran yang dilakukan
¢. lain-lain
d. Jumlah yang dapat dikreditkan {3a+3b+3c)
4, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)
5. Sanksi Administrasi berupa:
a. Bungz 2% (dua persen)
b. Kenalkan ... % dari Pokok Pajak
¢. Jumlah Sanks) Adminlstrasi (5a+5b}
6. Jumlah yang masth harus dibayar {4+5¢)

DERGAN HUPUS § oovoescisersisiossiosmsesrsnsasontass boess ropass it sssmesss assnbess sob i 4 armasnas Lo ans atss 1127 BAAAER R TR RS e \inabeessrEEvssaeeesnsrERes uerndsRedbBbEI SRS P T S0n

PERHATIAN :

1, Harap pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalut Bendahara Penerima Dinas, sesual dengan waktu
dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah [SSPD),

2. Apabila SKPDKBT Ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT !ni diterima
dikenakan sanks! bunga sebesar 2% {dua persen) setlap bulan. )

. Ketapang, ..owmmnseses TAHUA oveencnn
- KEPALA DINAS,
{Nama, NIP, Pangkat, cap dan ttd)
_________________________________________ F_’gt_a_n_g_ﬂfsinl
TANDA TERIMA SKPDKBT DIterima, .eicmmmnemes T /- [P
Nomor SKPDK 3T ! Oleh:
Tanggal Penei ditan :
NPWPD H PPYYYTY TSR LI ITITIT TR TAT ARSI RIIITITATYSIVSTINY
Nama Wayit: Pajak . Nama Lengkap & Tanda Tangan
Alamat :
Salinan Sesyai Dengan Aslinya BUPATI KETAPANG
Kepala Ba Hukum Setda
Kabupatyn Ketapang ttd
e\ HENRIKUS
DERS}, 8H

NIP. 19650815 199903 1 003



